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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Hukum pidana sebagai bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di 

suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan mengatur tentang perbuatan 

yang tidak boleh dilakukan, dilarang yang disertai ancaman pidana bagi barang 

siapa yang melakukan. Juga kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang 

telah melanggar larangan itu dapat dikenakan sanksi pidana dan dengan cara 

bagaimana pengenaan pidana ini dilaksanakan.1 

Keberadaan pungutan liar (disingkat pungli) sekarang ini tidak terlepas 

dari masa lalu yang penuh kelabu, bahkan pungli menjadi suatu kebudayaan 

yang telah melembaga, termasuk jenis tindak pidana kriminalitas berat, karena 

tuntutan kondisi dan situasi yang memang mendukung pada masa itu. 

Menelusuri pengertin pungli, Soedjono D menyatakan, bahwa menurut istilah 

dalam bahasa cina: “Li” artinya keuntungan sedangkan “Pung” artinya 

persembahan. Jadi pungli diucapkan Puungli yang artinya mempersembahkan 

keuntungan.2 Terlepas dari pengertian Soedjono D tentang pengertian pungli, 

penulis mendefenisikan pungli sebagai suatu penyalahgunaan wewenang dan 

status sosial demi memperoleh keuntungan individu atau kelompok diluar 

ketentuan. Pungutan liar merupakan salah satu kejahatan yang dilakukan oleh 

setiap subyek hukum, baik orang maupun badan hukum yang secara langsung 

maupun tidak langsung terkait dengan penyalahgunaan keuangan negara. 

Pungutan liar tidak harus merugikan keuangan negara atau perekonomian 

negara. Pungutan liar merupakan perbuatan tercela yang dilakukan untuk 

menguntungkan diri sendiri dengan penyalahgunaan kekuasaan. 

Sesungguhnya, pungutan liar adalah sebutan semua bentuk pungutan 

yang tidak resmi, yang tidak mempunyai landasan hukum, maka tindakan 

pungutan tersebut dinamakan sebagai pungutan liar atau pungli. Dalam 

bekerjanya, pelaku pungli selalu diikuti dengan tindakan kekerasan atau 

                                                           
1
 Moeljatno, 2008, Asas-Asas Hukum Pidana, Edisi Revisi, Jakarta, Rineka Cipta, hlm. 1 

2
 Soedjono D. SH., 2013, Pungli analisa hukum & Kriminologi, Penerbit Sinar Baru Bandung, Cet.II, 
hlm. 35. 
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ancaman kekerasan terhadap pihak yang berada dalam posisi lemah karena ada 

kepentingannya. Itulah sebabnya, pungli cenderung mengarah pada tindakan 

pemerasan yang di dalam hukum pidana merupakan perbuatan yang dilarang 

atau tindak pidana.3 Nilai pungutan liar terhadap pelaku usaha transportasi darat 

ditaksir cukup besar. Menurut penelitian Himpunan Pengusaha Indonesia 

(HIPMI) Research Center, hasil hitungan total pungutan liar dari proses 

administrasi kendaraan hingga kutipan kepada sopir di jalan mencapai lebih dari 

Rp. 25 triliun tiap tahun. Tiap perusahaan transportasi menyisihkan sedikitnya 25 

persen pendapatan untuk membayar pungutan liar. Pungutan itu terjadi pada 

saat pengurusan administrasi maupun di jalan raya. 

Pungutan liar dilarang dalam Pasal 418 KUHP yaitu kejahatan jabatan 

serta pungutan liar juga melanggar Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, 

juncto Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, tentang Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi. Namun praktek ini terjadi setiap hari di semua Kota di Indonesia. 

Salah satunya di Kabupaten Lampung Tengah, tindak pidana pungutan liar 

terhadap perusahaan transportasi angkutan sering terjadi. Tindak pidana 

pungutan liar terhadap angkutan ini dilakukan oleh salah satu badan hukum yang 

ada di Kabupaten Batang Lampung Tengah, yakni LLAJ (Lalu Lintas Angkutan 

Jalan) maupun yang dilakukan oleh mayarakat. Karena praktik pungutan liar 

telah merusak sendi kehidupan berbangsa dan bernegara serta menimbulkan 

keresahan maka diperlukan adanya suatu unit khusus yang menangani tindak 

pidana ini secara efektif, efisien dan mampu menimbulkan efek jera kepada 

pelaku. Menurut pertimbangan ini maka dibentuklah “Satuan Tugas Sapu Bersih 

Pungutan Liar”. Dasar hukum berdirinya Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan 

Liar adalah Peraturan Presiden No 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu 

Bersih Pungutan Liar. 

Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Presiden No 87 Tahun 2016 tentang 

Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar, Unit saber pungli bertugas 

melaksanakan pemberantasan pungutan liar secara efektif dan efisien dengan 

mengoptimalkan pemanfaatan personil, satuan kerja,dan sarana prasarana, baik 

yang berada di kementrian/lembaga maupun pemerintah daerah 

                                                           
3
 Lijan Poltak Sinambela, 2006, Reformasi Pelayanan Publik: Teori Kebijakan dan Implermentasi, 
Sinar Grafika Offset: Jakarta, hlm. 96 
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Lalu lintas merupakan sarana komunikasi masyarakat yang memegang 

peranan vital dalam memperlancar pembangunan yang kita laksanakan. Karena 

dengan adanya lalu lintas, memudahkan akses bagi masyrakat untuk melakukan 

kegiatannya untuk pemenuhan perekonomiannya. Tanpa adanya lalu lintas, tentu 

pekerjaan tidak akan terselesaikan dengan baik. Transportasi merupakan hal 

yang sudah lumrah ditemukan di banyak tempat. Seluruh wilayah di Indonesia 

memiliki alat transportasi yang saling menghubungkan satu tempat dengan 

tempat lainnya. Pentingnya transportasi bagi masyarakat Indonesia disebabkan 

oleh beberapa faktor antara lain, keadaan geografis Indonesia yang terdiri dari 

ribuan pulau kecil dan besar, perairan yang terdiri dari sebagai besar laut, sungai 

dan danau yang memungkinkan pengangkutan dilakukan melalui darat, perairan, 

dan udara guna menjangkau seluruh wilayah Indonesia.4 

Membicarakan masyarakat adalah suatu keharusan yang melekat pada 

perbincangan mengenai hukum. Hukum dan masyarakat merupakan dua sisi dari 

satu mata uang. Begitupun dalam pelayanan publik, hukum dan masyarakat 

berperan penting. Dan salah satu yang sering terjadi dalam pelayanan publik 

adalah pungutan liar (Pungli). Perbuatan-perbuatan yang disebut sebagai 

perbuatan pungutan liar sebenarnya merupakan suatu gejala sosial yang telah 

ada di Indonesia, sejak Indonesia masih dalam penjajahan. Transportasi 

mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi 

nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum 

sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945. Pembinaan bidang Lalu Lintas dan Angkutan 

Jalan dilaksanakan secara bersama-sama oleh semua instansi terkait 

(stakeholders). Pembagian kewenangan pembinaan tersebut dimaksudkan agar 

tugas dan tanggung jawab setiap pembina bidang lalu lintas dan angkutan jalan 

terlihat lebih jelas dan transparan sehingga penyelenggaraan lalu lintas dan 

angkutan jalan dapat terlaksana dengan selamat, aman, tertib, lancar, dan 

efisien, serta dapat dipertanggung jawabkan.5 

Pungli lahir dari tingginya tingkat ketidakpastian pelayanan sebagai akibat 

adanya prosedur pelayanan yang panjang dan melelahkan menjadi penyebab 

dari semakin banyaknya masyarakat yang menyerah ketika berhadapan dengan 

pelayanan publik. Hal ini merupakan salah satu faktor yang menyebabkan 

                                                           
4
 Muhammad Abdulkadir, 2008, Hukum Pengangkutan Niaga, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 7 

5
 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009, tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 
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masyarakat cenderung semakin toleran terhadap praktik pungutan liar dalam 

penyelenggaraan pelayanan publik. Istilah lain yang digunakan oleh masyarakat 

mengenai pungutan liar atau pungli adalah uang sogokan, uang pelicin, salam 

tempel, calo dan lain-lain. 

Polisi Republik Indonesia (Polri) merupakan salah satu aparatur negara 

yang berada pada struktur penegakan hukum di Indonesia, memiliki peran 

sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat. Kepolisian mempunyai 

fungsi untuk melindungi jiwa dan harta kelompok atau masyarakat.6 Seorang 

polisi dalam melaksanakan tugasnya akan memiliki banyak pilihan untuk 

menempatkan dirinya pada bentangan yang luas antara spektrum posisi dibenci 

atau dimuliakan, atau memilih posisi biasa-biasa saja. Namun apapun posisi 

yang dipilih, sesungguhnya polisi senantiasa dibutuhkan masyarakat. Polri 

sebagai bagian dari institusi negara yang berfungsi dalam bidang keamanan dan 

ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan 

pelayanan kepada masyarakat, yang dalam membangun dirinya harus selalu 

selaras dengan agenda pembangunan nasional.7 Polri sebagai sub sistem dari 

pemerintah secara responsif telah berupaya memberi kontribusi mewujudkan 

prinsip Good Governance dan Clean Government baik dalam pelaksanaan tugas 

pokok memelihara Kamtibmas, menegakkan hukum dan melindungi, mengayomi 

serta melayani masyarakat maupun di kalangan internal Polri sendiri 

sebagaimana dicanangkan dalam grand strategy Polri berupa Trust Building 

(membangun kepercayaan). 

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 

tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa Kepolisian 

adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga Polisi sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan. Peraturan Kepolisian adalah segala 

peraturan yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam 

rangka memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan. Polisi memiliki fungsi sebagai salah satu fungsi 

pemerintah negara di bidang pemeliharaan kemanan dan ketertiban masyarakat, 

penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada 

                                                           
6
 Al Badar, “Pengertian Tugas dan Wewenang Kepolisian Polri”, melalui https://albadar.net, 

diakses Senin, 28 September 2022, Pukul 20.00 wib. 
7
 I Wayan Sukarta, “Sejarah Polri”, melalui https://www.polri.go.id, diakses Senin, 28 September 

2022, Pukul 20.00 wib. 
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masyarakat. Hal ini sebagaimana dinyatakan bahwa pada hakekatnya keamanan 

dalam negeri merupakan syarat utama mendukung terwujudnya masyarakat 

madani yang adil, makmur, dan beradab berdasarkan Pancasila dan Undang-

Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.8 

Polri mengemban tugas-tugas Kepolisian di seluruh wilayah Indonesia 

yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; penegakan hukum; dan 

memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. 

Fungsi dan peran Kepolisian Republik Indonesia dari masa ke masa selalu 

menjadi bahan perbincangan berbagai kalangan, dari praktisi hukum sampai 

akademis bahkan masyarakat kebanyakan. Pada umumnya mereka berusaha 

memposisikan secara positif kedudukan, fungsi dan peranan Kepolisian tersebut. 

Upaya pembahasan Kepolisian itu disebabkan adanya faktor kecintaan dari 

berbagai pihak kepada lembaga Kepolisian dan ditaruhnya harapan yang begitu 

besar, agar fungsinya sebagai aparat penegak hukum bisa berjalan 

sebagaimana mestinya. 

Fungsi dan peran Kepolisian Republik Indonesia dari masa ke masa 

selalu menjadi bahan perbincangan berbagai kalangan, dari praktisi hukum 

sampai akademis bahkan masyarakat kebanyakan. Pada umumnya mereka 

berusaha memposisikan secara positif kedudukan, fungsi dan peranan 

Kepolisian tersebut. Upaya pembahasan Kepolisian itu dikarenakan adanya 

faktor kecintaan dari berbagai pihak kepada lembaga Kepolisian dan ditaruhnya 

harapan yang begitu besar, agar fungsinya sebagai aparat penegak hukum bisa 

berjalan sebagaimana mestinya, perubahan struktur Kepolisian secara 

kelembagaan, mulai dari intitusi sipil, ABRI/Militer, sampai dengan berdiri sendiri, 

merupakan sejarah yang unik. Seiring dengan perubahan sesuai kebijakan politik 

itu, maka citra Kepolisian terus melekat, baik positif maupun negatif. Sebagai 

pelaksana fungsi pemerintahan di bidang penegakan hukum Kepolisian Negara 

Republik Indonesia melaksanakan tugas memerangi tingkah laku yang bervariasi 

atas ketertiban yang terjadi di masyarakat.9 

Perbuatan-perbuatan yang melawan hukum dan dapat diketahui pula 

alasannya seseorang untuk melakukan perbuatan yang melawan hukum, 

sehingga dapat menimbulkan reaksi sosial pada masyarakat. Reaksi sosial dapat 

                                                           
8
 1 Pasal 1 angka (1) Undang-Undang nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik 

Indonesia 
9
 Utomo Hadi Warsito, 2005, Hukum Kepolisian di IndonesiaI, Prestasi Pustaka, Jakarta, hlm. 1 
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pula dikatakan sebagai usaha mencapai tata tertib sosial, bentuk reaksi sosial ini 

akan semakin nampak pada saat persoalan-persoalan dan ancaman kejahatan 

meningkat secara kuantitas dan kualitas. Pengendalian sosial melalui hukum ini 

akan menghadapkan individu atau anggota masyarakat pada alternatif pilihan 

yaitu penyesuaian atau penyimpangan, sedangkan dalam bentuk penyimpangan 

atau pelanggaran yang paling serius sifatnya adalah pelanggaran hukum pidana 

yang disebut kejahatan. 

Perkembangan zaman sekarang ini tidak hanya membawa pengaruh 

besar pada Negara Republik Indonesia melainkan juga berdampak pada 

perkembangan masyarakat, baik dari segi perilaku, moral, maupun pergeseran 

budaya yang ada dalam masyarakat. Terlebih lagi setelah masa reformasi 

kondisi ekonomi bangsa ini yang semakin terpuruk. Tidak hanya mengalami 

krisis ekonomi saja namun juga berdampak pada krisis moral. Terjadinya 

peningkatan jumlah pengangguran yang semakin lama semakin bertambah. 

Masalah ini menyebabkan semakin tingginya angka kriminalitas khususnya di 

wilayah Polres, Lampung Tengah. Adapun tugas dan wewenang Kepolisian 

Resor Polres Lampung Tengah khususnya sat reskrim yang telah di bentuk 

dalam dua subdit umum dan khusus. 

Kepolisian sebagaimana terdapat didalam Pasal 1 (ayat 5 dan 6), Pasal 

2, Pasal 4, dan Pasal 5 (ayat 1 dan 2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, 

tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah merupakan alat Negara 

yang berperan dalam memlihara keamanan dan ketertiban masyarakat, 

menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan 

pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam 

Negeri.Dengan tujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi 

terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, 

terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada 

masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung 

tinggi hak asasi manusia.10 

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang nomor 2 Tahun 2002, 

tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa Kepolisian 

adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga Polisi sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan. Peraturan Kepolisian adalah segala  

                                                           
10

 Undang-Undang Kepolisian Negara (UU RI No. 2 Tahun 2002), Jakarta, 2003. hal. 3-6 
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peraturan yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara  Republik  Indonesia dalam  

rangka  memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan. 

Polisi memiliki fungsi sebagai salah satu fungsi pemerintah negara di  

bidang pemeliharaan kemanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum,  

perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini 

sebagaimana dinyatakan bahwa pada hakekatnya keamanan dalam negeri 

merupakan syarat utama mendukung terwujudnya masyarakat madani yang adil, 

makmur, dan beradab berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 

Republik Indonesia Tahun 1945.11 

Kepolisian Republik Indonesia dari masa ke masa selalu menjadi bahan  

perbincangan berbagai kalangan, dari praktisi hukum sampai akademis bahkan 

masyarakat kebanyakan. Pada umumnya mereka berusaha memposisikan 

secara positif kedudukan, fungsi dan peranan Kepolisian tersebut. Upaya  

pembahasan  Kepolisian  itu  disebabkan adanya faktor kecintaan dari berbagai 

pihak kepada lembaga Kepolisian dan ditaruhnya harapan yang begitu besar, 

agar fungsinya sebagai aparat penegak hukum bisa berjalan sebagaimana 

mestinya. Perubahan struktur Kepolisian secara  kelembagaan, mulai dari  intitusi  

sipil, ABRI/Militer, sampai dengan berdiri sendiri, merupakan sejarah yang unik. 

Seiring dengan perubahan sesuai kebijakan politik itu, maka citra Kepolisian 

terus melekat, baik positif maupun negatif, sebagai pelaksana fungsi  

pemerintahan di bidang penegakan hukum Kepolisian Negara Republik  

Indonesia melaksanakan tugas memerangi tingkah laku yang bervariasi atas 

ketertiban yang terjadi di masyarakat.12 

Setiap anggota Polisi yang bertugas dilapangan dituntut mampu  

mengambil suatu keputusan secara perorangan dalam  menghadapi situasi yang 

nyata. Pengambilan keputusan yang dilakukan Polisi menyangkut masalah 

ketertiban dan keamanan masyarakat yang erat kaitannya dengan hak-hak asasi 

manusia, oleh karena sifat pekerjaannya itulah, maka polisi sering harus  

menanggung resiko menjadi sorotan masyarakat. Sorotan-sorotan yang ditujukan 

kepada Polisi ada yang bersifat positif dan bersifat negatif yang berpangkal  tolak  

dari hasil pengambilan keputusan yang telah dilakukan oleh petugas-petugas 

                                                           
11

 Pasal  1  angka  (1)  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2002,  tentang  Kepolisian  Negara  
Republik  Indonesia. 

12
  Utomo Hadi Warsito, 2015, Hukum Kepolisian Di Indonesia, Jakarta. Prestasi Pustaka, hal. 16 
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Polisi. Polisi merupakan alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan 

ketertiban masyarakat, memberikan pengayoman, dan memberikan perlindungan 

kepada masyarakat. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, tentang Kepolisian 

Negara Republik Indonesia dalam Pasal 1 angka (1) dijelaskan bahwa Kepolisian 

adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan. Istilah kepolisian dalam undang-undang 

ini mengandung dua pengertian, yakni fungsi polisi dan lembaga polisi. Dalam 

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, tentang Kepolisian Negara 

Republik Indonesia, fungsi kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan 

negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, 

penegakan hukum, pelindung, pengayom dan pelayan kepada masyarakat.13 

Fungsi utama kepolisian adalah menegakan hukum dan melayani 

kepentingan masyarakat umum. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa tugas 

polisi adalah melakukan pencegahan dan memberikan perlindungan kepada 

masyarakat. Selain itu juga secara formal tugas polisi memainkan peranan 

penting dalam mekanisme peradilan pidana, yaitu dengan memproses tersangka 

dan pelaku tindak pidana ke proses penuntutan. Kepolisian merupakan sub 

sistem dari sistem peradilan pidana yang cukup menentukan keberhasilan dari 

kerja keseluruhan sistem dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Hal 

ini dikarenakan kepolisian kepolisian merupakan sub sistem yang secara 

langsung berhubungan dengan pelaku kejahatan dan masyarakat. Sehingga 

tugas dan tanggungjawab kepolisian dikatakan lebih besar dengan subsistem 

yang lainnya. Hanya sepuluh persen energi polisi habis untuk penegakan hukum, 

sisanya yaitu sembilan puluh persen dihabiskan untuk tugas pelayanan kepada 

masyarakat.14  

Berdasarkan uraian tersebut, penulis merasa tertarik untuk mengadakan 

penelitian yang tertuang dalam bentuk penulisan hukum dengan judul: “PERAN 

KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN PUNGUTAN LIAR TERHADAP 

SUPIR MOBIL TRUK YANG DISERTAI DENGAN ANCAMAN”.  

 

 

                                                           
13 Satjipto Rahardjo, 2019, Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis, Yogyakarta. Genta 

Publishing, hal. 111-112. 
14 Warsito Hadi Utomo, 2015. Hukum Kepolisian di Indonesia . Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta. 

hal. 56-57. 
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B. Permasalahan dan Ruang Lingkup 

1. Permasalahan 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka 

dapat diambil pokok masalah, yaitu:  

a. Bagaimana peran kepolisian dalam penanggulangan pungutan liar terhadap 

supir mobil truk yang disertai oleh ancaman?. 

b. Apakah yang menjadi faktor penghambat kepolisian dalam peran kepolisian 

dalam penanggulangan pungutan liar terhadap supir mobil truk yang disertai 

oleh ancaman?. 

 
2. Ruang Lingkup 

Penulis perlu membatasi ruang lingkup penelitian penulisan karya ilmiah 

ini pada Terbanggi Besar Lampung Tengah. Dalam hal ruang lingkup substansi, 

dibatasi pada peran kepolisian dalam penanggulangan pungutan liar terhadap 

supir mobil truk yang disertai oleh ancaman. 

 
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan perumusan masalah yang akan dibahas, maka tujuan 

penelitian ditentukan sebagai berikut:  

a. Untuk mengetahui peran kepolisian dalam penanggulangan pungutan liar 

terhadap supir mobil truk yang disertai oleh ancaman. 

b. Untuk mengetahui faktor penghambat kepolisian dalam peran kepolisian 

dalam penanggulangan pungutan liar terhadap supir mobil truk yang disertai 

oleh ancaman. 

 
2.  Kegunaan Penelitian 

Sejalan dengan tujuan penelitian, maka penelitian ini diharapkan 

mengandung dua kegunaan sebagai berikut: 

a. Kegunaan yang bersifat teoritis, sebagai sumbangan pemikiran bagi pihak 

penegak hukum dalam menganalisa tentang peran kepolisian dalam 

penanggulangan pungutan liar terhadap supir mobil truk yang disertai oleh 

ancaman. 

b. Kegunaan yang bersifat praktis, sebagai bahan pertimbangan bagi pihak 

penegak hukum dalam penanggulangan pungutan liar yang disertai oleh 

ancaman.  
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D.  Kerangka Teoritis dan Konseptual 

1. Kerangka Teoritis 

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya  

atau  berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku 

dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan 

bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum 

itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya 

penegakan hukum oleh subjek dalam arti  yang  terbatas atau sempit.  Dalam arti 

luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap 

hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan 

sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma 

aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan 

hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya 

diartikan sebagai upaya aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan 

memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. 

Dalam memastikan tegaknya  hukum itu, apabila diperlukan, aparatur penegak 

hukum itu diperkenankan  untuk menggunakan daya paksa.15 

 
2.   Kerangka Konseptual 

Kerangka konseptual adalah penggambaran antara konsep-konsep 

khusus yang merupakan kumpulan dalam arti yang berkaitan dengan istilah yang 

akan diteliti dan atau diuraikan dalam karya ilmiah. Adapun batasan dan 

pengertian yang dipergunakan dalam penulisan penelitian ini adalah : 

a. Kepolisian adalah salah satu lembaga penting yang memainkan tugas utama 

sebagai penjaga keamanan, ketertiban dan penegakan hukum, sehingga 

lembaga kepolisian pastilah ada di seluruh negara berdaulat. Pasal 12 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, tentang Kepolisian Negara Republik 

Indonesia menyatakan “Kepolisian Republik Indonesia (Polri) adalah alat 

negara yag melaksanakan kekuasaan negara dibidang Kepolisian mencegah 

dan menekan dalam rangka Criminal Justice System. Polri adalah alat 

negara yang melaksanakan pemeliharaan keamanan dalam negeri. Polri 

                                                           
15

 Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Guru Besar Hukum Tata Negara 
Universitas Indonesia, Ketua Dewan Penasihat Asosiasi Hukum Tata Negara dan Administrasi 
Negara Indonesia. 
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berkedudukan langsung dibawah presiden dimana Kapolri diangkat dan 

diberhentikan oleh presiden dengan persetujuan DPR ”. 

b. Penanggulangan adalah Penanggulangan kejahatan pada hakikatnya 

merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (social 

defence) dan upaya mencapai kesejahteraan (social welfare). Kebijakan 

penanggulangan kejahatan atau bisa disebut juga politik kriminal memiliki 

tujuan akhir atau tujuan utama yaitu “perlindungan masyarakat untuk 

mencapai kesejahteraan masyarakat”. Kebijakan penanggulangan kejahatan 

(criminal policy) itu sendiri merupakan bagian dari kebijakan penegakan 

hukum (law enforcement policy). Kebijakan penegakan hukum merupakan 

bagian dari kebijakan social (social policy) dan termasuk juga dalam 

kebijakan legislatif (legislative policy). Politik riminal pada hakikatnya juga 

merupakan bagian integral dari kebijakan sosial yaitu kebijakan atau upaya 

untuk mencapai kesejahteraan sosial.16 

c. Pungutan liar adalah: Menurut Kamus Besar Indonesia (KBBI) perbuatan 

yang dilakukan oleh seseorang atau Pegawai Negeri atau Pejabat Negara 

dengan cara meminta pembayaran sejumlah uang yang tidak sesuai atau 

tidak berdasarkan peraturan yang berkaitan dengan pembayaran tersebut. 

Pungutan liar (Pungli) yaitu tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau 

pegawai negeri atau pejabat Negara dengan cara meminta pembayaran 

uang yang tidak sesuai atau tidak ada aturan yang berhubungan dengan 

pembayaran tersebut. Hal ini biasanya disamakan dengan perbuatan 

pemerasan, penipuan atau korupsi. Menurut Wikipedia pungutan liar adalah 

pengenaa biaya di tempat yang tidak seharusnya biaya dikenakan atau 

dipungut. Seringkali pungli dilakukan oleh pejabat atau aparat pemerintahan. 

d. Ancaman ialah Secara umum, pengertian ancaman ini ialah suatu usaha 

atau juga kegiatan yang dilaksanakan oleh individu/ kelompok tertentu yang 

potensi tersebut kemudian membahayakan keselamatan individu/ kelompok 

lain. 

 
E. Sistematika Penulisan 

Untuk memudahkan para pembaca memahami penelitian ini, maka 

penulisan penelitian ini disusun dengan sistematika sebagai berikut: 

 

                                                           
16

 Barda Nawawi Arief, 2008, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan 
Penyusunan Konsep KUHP Baru), Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 2 
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BAB I  

PENDAHULUAN  

Pendahuluan merupakan bagian yang memuat latar belakang masalah, 

kemudian permasalahan dan ruang lingkup, selanjutnya juga memuat tujuan dan 

kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual sebagai acuan dalam 

membahas penelitian serta sistematika penulisan. 

 
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

Tinjauan pustaka merupakan bagian yang menguraikan pengertian-

pengertian umum tentang pokok-pokok bahasan dalam penelitian ini, yang terdiri 

dari peran kepolisian dalam penyelesaian tindak pidana dokumen palsu terhadap 

surat keputusan Tenaga Honor Lapangan (THL). 

 
BAB III 

METODE PENELITIAN  

Metode penelitian merupakan bagian yang menguraikan tentang langkah 

yang akan ditempuh dalam pendekatan masalah, sumber data, jenis data, cara 

pengumpulan dan pengolahan data serta analisis data. 

 
BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Uraian da1an bagian ini terdiri dari tiga sub bagian, yaitu sub bagian yang 

menguraikan tentang karakteristik responden, sub bagian yang menguraikan 

tentang peran kepolisian dalam penyelesaian tindak pidana dokumen palsu 

terhadap surat keputusan Tenaga Honor Lapangan (THL). 

 
BAB V 

PENUTUP 

Merupakan bab penutup dari penulisan penelitian yang berisikan secara 

singkat hasil pembahasan dari penelitian dan beberapa saran dari penulisan 

sehubungan dengan masalah yang dibahas serta memuat lampiran-lampiran 

yang berhubungan dengan penulisan. 

 

 


